
BUPATI TAPIN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  

NOMOR 04 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  3 

ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang  Keuangan Negara, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara   Republik    Indonesia    Nomor    4502), 

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

5533), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019     

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

21. Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2019 

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6385); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6909); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2015 Nomor 09); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2019 Nomor 10); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2022 tentang Pengelolaaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2022 Nomor 05); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2023 Nomor 05); 



- 6 - 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2024 Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 

dan 

BUPATI TAPIN 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1   
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah    Daerah    adalah    Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

Tapin. 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin. 

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui  

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun  

anggaran berkenaan. 

10. Pembiayaan Daerah adalah setiap  penerimaan  yang  perlu   

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh Daerah. 
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BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

 

Pasal 2  

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. 

(2) Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3  

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa laporan keuangan 

yang memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan 

BUMD. 

 

Pasal 4  

Laporan  realisasi  anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: 

a. pendapatan Rp2.332.104.435.594,88 

b. belanja Rp2.273.101.732.646,59 

c. surplus/(defisit) Rp59.002.702.948,29 

d. pembiayaan:  

1. penerimaan Rp3.223.637.231,20 

2. pengeluaran Rp58.831.163.012,00 

e. pembiayaan neto (Rp55.607.525.780,80) 

 

Pasal 5  

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 adalah sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

(Rp583.967.901.838,12) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan 

setelah perubahan 

Rp2.916.072.334.645,00 

2. realisasi Rp2.332.104.435.594,88 

3. selisih lebih/(kurang) (583.967.899.050,12) 
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b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp568.804.497.641,41) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran belanja

 setelah perubahan 

Rp2.841.906.230.288,00 

2. realisasi Rp2.273.101.732.646,59 

3. selisih lebih/(kurang) (Rp568.804.497.641,41) 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

(Rp15.163.404.196,71) dengan rincian sebagai berikut: 

1. surplus/(defisit) 

setelah perubahan 

74.166.104.357,00 

2. realisasi Rp59.002.702.948,29 

3. selisih lebih/(kurang) (Rp15.163.401.408,71) 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah (Rp1.484.999.999,80) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran penerimaan 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp4.708.637.231,00 

2. realisasi Rp3.223.637.231,20 

3. selisih lebih/(kurang) (Rp1.484.999.999,80) 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah (Rp20.043.578.576,00) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp78.874.741.588,00 

2. realisasi Rp58.831.163.012,00 

3. selisih lebih/(kurang) (Rp20.043.578.576,00) 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 

Rp18.558.578.576,20 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiayaan 

neto setelah perubahan 

(Rp74.166.104.357,00) 

2. realisasi (Rp55.607.525.780,80) 

3. selisih lebih/(kurang) Rp18.558.578.576,20 

  

Pasal 6  

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp3.984.820.570.546,90 

b. jumlah kewajiban Rp296.418.708.368,38 

c. jumlah ekuitas Rp3.688.401.862.178,52   

 

Pasal 7  

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 

sebagai berikut: 

a. saldo awal kas per 1 Januari 2024 Rp362.218.868,43 

b. arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp630.162.933.240,29 

c. arus kas bersih dari aktivitas 

investasi 

(Rp571.160.230.292,00) 

d. arus kas bersih dari aktivitas 

pendanaan 

(Rp58.816.163.012,00) 

  



- 9 - 

e. arus kas bersih dari aktivitas 

nonanggaran 

Rp0,00 

f. saldo akhir kas di bendahara 

pengeluaran 

Rp0,00 

g. saldo akhir kas di badan layanan  

umum daerah  

Rp674.084.749,09 

h. saldo akhir kas di bendahara 

fasilitas kesehatan tingkat pertama 

Rp250.163.651,00 

i. saldo akhir kas di bendahara 

bantuan operasional satuan 

pendidikan 

Rp414.575.797,00 

j. saldo akhir kas di bendahara 

bantuan operasional kesehatan 

Rp1.671.833.990,00 

k. saldo akhir kas per 31 Desember 

2024 

Rp3.395.177.167,49 

 

Pasal 8  

Catatan   atas   laporan   keuangan   sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal  3  ayat (1) huruf  g  memuat informasi  baik  secara   kuantitatif  

maupun kualitatif atas pos keuangaan. 

 

Pasal 9  

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam  Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri 

atas: 

a. Lampiran I               : laporan realisasi anggaran, terdiri atas; 

1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan Pemerintahan Daerah 

dan organisasi; 

2. Lampiran I.2    : ringkasan APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut 

urusan Pemerintahan Daerah,  organisasi, 

program, kegiatan dan sub kegiatan; 

b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. Lampiran III : laporan operasional; 

d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas; 

e. Lampiran V : neraca; 

f. Lampiran VI : laporan arus kas; 

g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan; 
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h. Lampiran VIII            : daftar rekapitulasi piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang 

tidak tertagih; 

j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : daftar   penyertaan   modal   (investasi) 

Pemerintah Daerah; 

l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan 

dan pengurangan aset tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII            : daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pekerjaan; 

o. Lampiran XV             : daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang; 

s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang  belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 

anggaran 2024 dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; dan 

t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan BUMD terdiri 

atas; 

1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) 

BUMD; dan 

2. Lampiran XX.2   : ikhtisar laporan keuangan (laporan 

laba/rugi) BUMD. 

 

Pasal 10  

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) adalah ikhtisar laporan keuangan BUMD sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB III  

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

 

Pasal 11  

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
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BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin. 

 

 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 01 Agustus 2025 

BUPATI TAPIN, 

 

 

  ttd 

                                           

      YAMANI 

Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 01 Agustus 2025 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 

 

 

 ttd 

 

                    SUFIANSYAH 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 NOMOR 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (3-26/2025) 
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